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PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH
BAGI PEI.AKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH TAHUN 2A2L

Dr KABUPATEN slw;anNEGARA
t

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (41
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2Afi tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Bagr Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Beiaran
dan Penerima Insentif Pajak Daerah bagi Pelaksana Pemungut
Pajak Daerah rahun 2o2t di Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : L. undang-undang Nomor 1g rahun Lgso tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Iembaga Negara RI
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara RI
Nomor 32621 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2oa7
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan umum Dan Tata cara
Perpaliakan (Lembaran Negara RI Tahun 2OOZ Nomor g5,
Tambahan kmbaran Negara R[ Nomor 4T4Ol;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara RI Tahun 2OOg Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara R[ Nomor 42861;- 
H*Hr#ffi *"X;3"L*lJt:L" 1?'f*f "mi
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R[ Nomor  35S];

5. undang-undang Nomor ls rahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Iembaran Negirra RI Tahun 2OO4 Nomor -ffi,
Tambahan Iembaran Negara RI Nomor aaAO\
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Daerah dan Retribusi Daerah fiembaran N"frrffi T#r;
2AO9 Nomor 13O, Tdmbahan Lembaran Negara R[ Nomor
5049) sebagaimanaffilah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun \2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara RI Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 65731;

7. Undang-Undang Nomor 1"2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pgraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun ?OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 523a1 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A$ &ntang Perubahan
Atas Undang*Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara R[ Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2Al4
Nomor 244, Tanrbahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor L 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara RI Tahun 2O2O Nomor 245, Tarrtbahan
Lembaran Negara RI Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2A$ Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
63221;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun
20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara $I Tahun 2Ol4 Nomor L99);

13. Peraturan Menteri.'.Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedomali Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturair Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLL
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun z}lt Nomor
310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita. Negara
RI Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Taliun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);



2oo8 tentang Poko[:Pokol( Pengeloraan l\cualrBarl |4T9LCLL

(Lembaran faeratr .!*aU'p"t"n Banjarnegara Tahun 2OO8

Nomor 7, T:a:rrlrl:#.1an Lembaran Daerah Kabupaten

Banj arne gara Nomoi 99) ;
16. peiaturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16

Tahun 2ALO- i"rrt rrg ra3at Daerah (kmbaran Daerah

Kabupaten Banjarne{u^ t"t""' 2A11 Nomor 1' Tambahan

Lembaran paeiah Kabupaten Banjarnegara Nomor l29l
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

PeraturanDaerahKabupatenBanjarnegaraNomor4Tahun
2O2O tentang 

- p"*U"ftl"" Ketiga- At^: Peraturan Daerah

Kabupatene-anjarnegaraNomor16Tahun2olotentang
pajak Daerah (Lmbaran Daerah Kabupaten Ba,jarnegara

Tahun2o2oNomor4,Tambahanl,embaranDaerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 29Ol1,

17. peratura' Daer-ah Kibupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun

2o2otentanganggaranPendapatandanBelanjaDaerah
Kabupate" B""tj"I; gara Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran

Daerah Kabupa:ten Binjarnegara Tahun 2o2O Nomor 7);

18. Peraturan g-rp"ti g;jarnigara Nomor 6 Tahun 2OLT

tentang Tata 'C"t" Pemberiin dan Pemanfaatan Insentif
pemungut"r p":"r. Daerah Bagr Pelaksana. Pemungut P?jak

Daerah(BeritaDaerahKabupatenBanjarnegffaTahun
2Ol7 Nomor 6);

19. Peraturan glipati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2O2O

tentangrenjabarann-gg"',,'PendapatandanBelanja
Daeratr f"Uip"t"n Banjiinegara Tuh*l . Anggaran 2O2l

(BeritaDaerahKabupaterrBanjarnegaraTahun2o2oNomor
721;

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Besaran dan Penerima Insentif Pqiak Daerah bagi

pelaksana Pemungut Pajak Daerah Tahun 2o2l di Kabupaten

Banjarnegara.

Besaran Insentif sepagaimana dimaksud dikhrm KESATU

adalah sebesar suq!7tima per seratus) dari rencana yang

J["t"pr."r, dalam en[faran plndapatan dan Belanja Daerah.

Besaran dan Penerima Insentif sebagaimana dimaksud diktum

fBSefU, bagr Pelaksana Pemungutan .-Pajak Daerah di

f"Urp"tln Banjarnegara dibagi sebagai berikut :

a.bagrPelaksanaPemungutanPajakDaerahdiKabupaten
Banjarnegar; aan aija;itan LOO o/o (seratus per seratus)

sebagai berikut :

1. Bipati sebesar 8 % (delapan-Per seratus);

2. Wakil grp"ti 
""besar 

5,5 7o (lima koma lima per seratus);

dan
3. Sekretaris Daerah sebesar 4,5 o/o (empat koma lima per

seratus).
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KEEMPAT : Khusus Pajak Bumi dqp'Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Insentif Pajak sebesan$i,5 o/o (lima per seratus) sebagaimana
dimaksud diktum KESATU dijadikan 100 o/o (seratus per
seratus) dibagi sebagai berikut :

a. 5 o/o (lima per seratus) diberikan kepada Camat;

. 95 o/o (sembilan puluh lima per seratus) dan dijadikan 100 %
(seratus per seratus) diberikan kepada :

1. Bupati sebagai Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan
Daerah sebesar 8 o/o (delapan per seratus);

2. Wakil Bupati sebogai Wakil Penanggung jawab Pengelola
Keuangan Daerah sebesar 5,5 9/o (lima koma lima per
seratus);

3. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah sebesar 4,5 o/o (empat koma lima per
seratus); dan

4. Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah Pengelola
Pajak Daerah sebesar 82 o/o {delapan puluh dua per

KELIMA
seratus).

Ketentuan lebih lar{ut mengenai pemberian insentif kepada
Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah selaku Aparat
Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Pemberian Insentif P4iak Daerah dilaksanakan setelah target
kinerja setiap triwulan tercapai dan dibayarkan pada awal
triwulan berikutnya.
Pemberian Insentif Pajak sebagaimana dimaksud diktum
KEENAM diberikan untuk triwulan IV Tahun 2O2O, triwulan I
Tahun 2021, triwulan II Tahun 2O2l dan triwulan III Tahun
202r.
Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegffia Tahun Anggaran
202L.
Keputusan ini mulail*r* pada tanggal ditetapkan.

,

t: Ditetapkan di Banjarnegara
padatanggal L2-l_gA|L

BUPATI BANJARNEGARA,

KEENAM

KETUJUH

BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1 . Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2 . KepaJa Baperlitbang Kabupaten Banj arnegara;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.

KEDELAPAN

KESEMBII.AN


